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ABSTRAK

Nama/NIM : Nuryasni Lawati/150105112

Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Kewenangan Wazir Menurut Imam Al-Mawardi dan
Relevansinya dengan  Kewewenangan Gubernur di
Indonesia

Tanggal Munaqgasyah : 27 April 2020

Tebal Skripsi : 53 Halaman

Pembimbing | : H. Mutiara Fahmi, Lc., MA

Pembimbing II : Mumtazinur, SIP., MA

Kata Kunci : Kewenangan Wazir, Relevansinya, Kewewenangan

Gubernur di Indonesia.

Terkait dengan kewenangan wazir, tampak masih ada kekeliruan dalam
memahaminya dengan wewenang gubernur. Imam al-Mawardi memahami wazir
tafwidh berwenang membuat kebijakan dan mengatur urusan masyarakat. Wazir
tanfizh hanya berwenang dalam urusan adminstrasi, dan ia tidak berwenang
dalam membuat kebijakan dan urusan masayarakat. Sementara ulama lainnya
memahami wazir tafwidh sebagai pihak yang dapat menjalankan tugas-tugas
khalifah. Sementara wazir tanfizh sebagai pithak yang mengontrol berbagai
problem yang ada dalam masyarakat. Selain itu, ada juga yang menyamakan
wewenang wazir dengan kewenangan gubernur. Ada ulama yang menyebutkan
wazir tanfizh cocok dengan konsep gubernur. Ini menunjukkan bahwa ada
pemahaman yang cenderung keliru dalam menempatkan wewenang wazir
tanfizh sama seperti wewenang gubernur. Oleh sebab itu, menyamakan
wewenang wazir tanfizh dengan kewenangan gubernur seperri tersebut tadi
masih perlu dikaji lebih lanjut. Berdasarkan pemasalahan di atas, maka terdapat
beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: bagaimana kewenangan wazir
menurut Imam Mawardi?, dan bagaimana relevansi konsep kewenangan wazir
Imam al-Mawardi dan gubernur di Indonesia?, adapun tujuan penelitian ini
adalah sebagai berikut: untuk mengetahui konsep kewenangan wazir menurut
Imam al-Mawardi dan untuk mengetahui relevansi konsep kewenangan wazir
Imam al-Mawardi dan gubernur di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan
pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah
studi kepustakaan (library research). Data-data yang terkumpul dianalisis
dengan cara analisis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kewenangan wazir menurut Imam Mawardi dibedakan dalam dua bidang, yaitu
wewenang wazir tafwidh sebagai pembantu imam bidang pemerintahan dan
wazir tanfizh sebagai pembantu imam bidang administrasi. Wazir tafwidh
memiliki wewenang yaitu: (1) berwenang dalam memutuskan hukum secara
mandiri, (2) menangani kasus krimina, (3) membuat kebijakan hukum
berdasarkan ijtihad dan ilmunya, (4) mengurus pasukan militer, (5) baik sebagai
v



pemimpin perang atau mengatur strategi, (6) melantik pejabat, (7) mengelola
harta Baitul Mal, dan (8) melantik hakim. Adapun wazir tanfizh hanya memiliki
wewenang yaitu: (1) pelaksana perintah imam, (2) mensosialisasikan pelantikan
pejabat, (3) mempersiapkan pasukan perang, dan (4) melaporkan informasi
penting dan aktual kepada imam. Dan pendapat Imam al-Mawardi tentang wazir
dengan kewenangan gubernur di Indonesia saat ini relevan, khususnya yang
berkenaan dengan wewenang wazir tafwidh. Hal ini dilihat dari kedudukannya
sebagai pembantu pemerintah. Gubernur sebagai kaki tangan pemerintah pusat
berkedudukan sebagai pembantu di tingkat daerah. Gubernur diberi kewenangan
dalam mengurus urusan pemerintahan, mulai dari pengangatan pejabat daerah
kabupaten, mengawasi kinerja kepala daerah kabupaten/kota, hingga pada
pembentukan kebijakan yang dipandang perlu dalam mengatur roda
pemerintahan daerah. Hal ini relevan dengan konsep wazir tafwidh sebagaimana
dikemukakan oleh Imam al-Mawardi. Wazir tafwidh juga berkedudukan sebagai
pembantu pemerintahan yang memiliki wewenang sendiri, termasuk wewenang
mengangkat dan memberhentikan pejabat pemerintahan, dan wazir tafwidh juga
berposisi sebagai regulator, membuat kebijakan-kebijakan demi kepentingan
masyarakat.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata
Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman
Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai
berikut:

1. Konsonan

No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
Tidak t dengan titik
1 ) 1 b t s
dilambangkan di bawahnya
z dengan titik
2 - B VY 5k z £
di bawahnya
3 [l T YA & g
s dengan titik
4 o S i Y4 I gh
di atasnya
5 d J AK = f
‘ . h dengan titik %] |
< q
¢ di bawahnya
7 d kh YY & k
8 K D Yy d 1
z dengan titik
9 Kl 4 Y¢ P m
di atasnya
10 2 R Yo 1) n
11 J V4 1 3
12 Y S Yv ° H

X




s dengan titik
14 | e S Y4
di bawahnya

"y
<

. d dengan titik
15| oa d

di bawahnya

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri
dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A
Kasrah I
& Dammah 0]

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
¢ o Fathah dan ya Ai
5 O Fathah dan wau Au
Contoh:
S = fkaifa,
Jsa = haula



3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
s/ & Fathah dan alif atau ya A
S o Kasrah dan ya I
I Dammah dan wau U
Contoh:
6 = gala
=) =ramd
38 = gila
3% = yagqiilu

4. Ta Marbutah (3)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (&) hidup
Ta marbutah ( %) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah ( 3) mati
Ta marbutah ( 3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( 3) diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta marbutah ( ) itu ditransliterasikan dengan h.
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Contoh:
Q&Y A3 raudah al-atfal/ raudatul atfal
55l ‘L:'-\-d‘ . al-Madinah al-Munawwarah/
al-Madinatul Munawwarah
&l Tulhah
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti

Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam tidak bicara jauh tentang tata negara dan pemerintahan. Alquran
dan hadis sebagai sumber rujukan utama umat Islam juga tidak membicarakan
secara detail tata pemerintahan dan negara. Namun demikian, kajian terhadap
unsur-unsur pemerintahan dan kewenangannya telah dikaji oleh pemikir-pemikir
Islam. Bahkan, terdapat banyak tokoh ulama, baik klasik-pertengahan maupun

era modern-kontemporer dalam bidang politik dan pemerintahan.

Tokoh-tokoh ulama sebagai pemikir politik dan pemerintahan periode
klasik-petengahan misalnya Imam al-Mawardi, Imam al-Ghazali, dan Imam Ibn
Taimiyah. Sementara di era modern-kontemporer misalnya Hasan al-Banna,
Sayyid Qutubh, dan Abu al-A’la al-Maududi.' Salah satu tokoh yang menarik
dikaji yaitu pemikiran Imam al-Mawardi. Imam al-Mawardi adalah salah satu
tokoh pemikir politik Islam yang menarik untuk dibahas khusus dalam struktur
dan kewenangan unsur pemerintahan. Dalam beberapa hal, khususnya tentang

wewenang wazir atau unsur pembantu pemerintahan.

Istilah wazir atau al-wizarah dapat diartikan sebagai pembantu kepala
negara dalam mengurus masalah pemerintahan dan administrasi. Imam al-
Mawardi menyebutkan konsep wazir terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu wazir

yang membantu imam di bidang pemerintahan atau disebut wazir tafwid dan

lTriono, “Corak Pemikiran Politik dalam Islam Zaman Klasik, Pertengahan dan
Kontem-porer”. Jurnal TAPIs. Vol. 7, No. 12, (Januari-Juli 2011), hlm. 34 Dan 39.
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wazir yang membantu imam dalam urusan administrasi atau disebut wazir

tanfiz.?

Menurut Wahbah Zuhaili, yang juga mengutip pendapat Imam al-
Mawardi dalam pembahasannya, menyatakan jabatan tanfiz lebih rendah dari
jabatan tafwid. Orang yang memegang jabatan tanfiz hanya bertugas
menjalankan rencana, pandangan, inisiatif, pengaturan, dan kebijakan imam. la
juga penengah atau perantara antara imam dan rakyat serta para pejabat. Lebih
lanjut, Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa orang yang menjabat sebagai tanfiz
bertugas melaksanakan perintah-perintah imam, dan ia tidak mempunyai
wewenang independen untuk membuat aturan, arahan, dan kebijakan. Ia
memiliki tugas yang spesifik, yaitu melaporkan kepada khalifah tentang
berbagai permasalahan yang ada, melaksanakan dan merealisasikan perintah-

perintah khalifah yang disampaikan kepadanya.’

Terkait dengan kewenangan wazir, maka pemahaman wazir ini masih
berbeda, ada juga yang menyamakannya dengan kewenangan gubernur. Imam
al-Mawardi memahami wazir tafwid berwenang membuat kebijakan dan
mengatur urusan masyarakat. Wazir tanfiz hanya berwenang dalam urusan
adminstrasi, dan ia tidak berwenang dalam membuat kebijakan dan urusan
masayarakat. Sementara ulama lainnya memahami wazir tafwid sebagai pihak
yang dapat menjalankan tugas-tugas khalifah. Sementara wazir tanfiz sebagai
pihak yang mengontrol berbagai problem yang ada dalam masyarakat.* Selain
itu, ada juga yang menyamakan wewenang wazir dengan kewenangan gubernur.

Muhammad Taufiq Damas dan Ahmad Ishomudin (Rais Syuriyah Pengurus

*Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyyah, (Terj: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman),
(Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 44.

*Wahbah Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuh: Pengadilan & Mekanisme Putusan,
Sistem Pemerintahan dalam Islam, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema
Insani Press, 2011), him. 438.

*Muhammad bin Khaldun, Mugqaddimah, (Terj: Masturi Irham, dkk), Cet. 9, (Jakarta:
Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 427.
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Besar Nadlatul Ulama), yang menyebutkan wazir tanfiz cocok dengan konsep
gubernur.’ Ini menunjukkan bahwa ada pemahaman yang cenderung keliru
dalam menempatkan wewenang wazir tanfiz sama seperti wewenang gubernur.
Oleh sebab itu, menyamakan wewenang wazir tanfiz dengan kewenangan

gubernur seperri tersebut tadi masih perlu dikaji lebih lanjut.

Mengacu pada permasalahan di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut
pemikiran Imam al-Mawardi tentang kewenangan wazir dalam tata
pemerintahan di Indonesia dan relevansinya dengan konsep kewenangan
gubernur dewasa ini. Untuk itu, masalah tersebut hendak dikaji dengan judul:
“Kewenangan Wazir Menurut Imam al-Mawardi Dan Relevansinya Dengan

Kewewenangan Gubernur di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemasalahan di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan

penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan wazir menurut Imam al-Mawardi?
2. Bagaimana relevansi konsep kewenangan wazir Imam al-Mawardi dan

gubernur di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep kewenangan wazir menurut Imam al-
Mawardi.
2. Untuk mengetahui relevansi konsep kewenangan wazir Imam al-

Mawardi dan gubernur di Indonesia.

SMuhammad Taufiq Damas, 7 Dalil Umat Islam DKI dalam Memilih Gubernur,
(Jakarta: Relawan Nusantara, 2017), hlm. 7.
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D. Penjelasan Istilah
Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting. Dari judul

penelitian, terdapat minimal tiga istilah penting untuk dijelaskan, yaitu:

1. Kewenangan

Istilah kewenangan berasal dari kata wenang atau wewenang, artinya
berwenang, atau mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan
sesuatu, hak dan kekuasaan yangg dimiliki. Kata tersebut kemudian membentuk
turunan kata, di antaranya kewenangan (hal berwenang, hak atau kekuasaan
yang dipunyai untuk melakukan sesuatu), sewenang-wenang (tidak semena-
mena atau semaunya), kesewenang-wenangan (perbuatan sewenang-wenang,
kelaliman dan sebagainya).® Dalam makna yang sederhana, kewenangan dapat
dipahami sebagai suatu hak kekuasaan untuk bersikap, berbicara, bertindak atau

berbuat terhadap sesuatu.

2. Wazir

Adapun kata wazir menurut bahasa Indonesia berarti menteri, kabinet,
perdanan menteri, departemen.” Menurut istilah, wazir adalah nama bagi suatu
kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan.® Jadi, wazir dalam hal ini bisa
disebut sebagai pembantu pemerintah yang secara langsung dapat berhubungan
dengan pemerintah dalam sebuah negara, atau disebut juga dengan menteri.
Dengan dua makna tersebut, maka maksud kewenangan wazir dalam penelitian
ini adalah hak kekuasaan bagi menteri untuk bersikap, berbicara, bertindak atau

berbuat berdasarkan fungsi dan kedudukannya dalam sebuah negara.

5Tim Redaksi, Tesaurus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 555.

"AW. Munawwir dan M. Fairuz, Kamus al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif,
2007), hlm. 1555.
*Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet. 2,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 166.
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3. Gubernur

Gubernur berarti kepala pemerintahan tingkat provinsi, kepala, atau
kepala bank.” Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan gubernur adalah
kepala atau pemimpin di sebauh daerah provinsi, yang membawahi beberapa
daerah kabupaten/Kota, yang dipimpin oleh Bupati dan Wali Kota, serta
membawahi beberapa daerah kecamatan dan desa, yang dipimpin oleh camat

dan kepala desa.

4. Relevansi

Kata relevansi berarti hubungan, kaitan, dan hal relevan.'’ J adi, maksud
relevansi dalam konteks penelitian ini adalah adanya hubungan dan keterkaitan
antara satu hal dengan hal yang lainnya, khusus dalam skripsi ini adalah kaitan
atau hubungan antara kewenangan wazir dengan kewenangan gubernur dalam

sistem pemerintahan.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang kementerian atau wazir dalam pemerintahan Islam
maupun relevansinya dengan konsep kementerian modern cukup banyak dan
telah dilakukan dengan berbagai perspektif. Namun demikian, terdapat beberapa
ide lain yang belum disinggung, yaitu mengenai kewenangan wazir dalam tata
pemerintahan menurut Imam al-Mawardidan relevansinya dengan kewenangan
gubernur saat ini di Indonesia. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan

penelitian ini dapat disajikan dalam beberapa penelitian berikut:

1. Skripsi Yustiana, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden
Intan, Lampung tahun 2017, dengan judul: “Konsep Kementerian (al-

Wizarah) Imam al-Mawardi dan Relevansinya terhadap Sistem

'Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008),
hlm. 490.

'Tim Redaksi, Kamus..., hlm. 1190.



Pemerintahan Kontemporer”. Fokus kajiannya tentang konsep al-
wizarah Imam al-Mawardi, dan relevansi a/-wizarah Imam al-Mawardi
terhadap kemen-terian kontemporer. Hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa persepektif Imam al-Mawardi tentang kementerian kontemporer
adalah kementerian dianggap sebagai kepala Negara yang kedua,
karena yang menjalankan roda pemerintahan adalah seorang menteri
atau wazir. Menurut Imam al-Mawardi konsep kementerian itu ada dua
yaitu wazir tafwidh dan wazir tanfidz yang tugasnya yaitu membantu
kepala Negara dalam menjalankan pemerintahan, dalam pemerintahan
kontemporer wazir tafwidh dikatakan sebagai perdanan menteri yang
tugasnya membantu kepala Negara dalam menjalankan pemerintahan
sedangkan sebutan wazir tanfidz dalam pemerintahan kontemporer
adalah lembaga eksekutif atau hanya sebagai pelaksana, yang tugasnya
membantu kepala Negara dalam bidang administrasi. Adapun negara-
negara Islam yang menggunakan sistem pemerintahan kontemporer
seperti Malaysia, Brunei Darusalam dan Singapura, ketiga Negara ini
menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Ketiga Negara ini
sangat relevan dengan pemikiran Imam al-Mawardi tentang
kementerian al-wizarah, yaitu seperti Negara Malaysia atau kepala
Negara menetapkan status quo, yaitu harus berbangsa Arab dan
keturunan Quraisy. Sedangkan uNegara Brunei Darusalam perdana
menteri adalah pembantu kepala Negara dalam pemerintahan, dan
sebutan perdana menteri dalam Negara Brunei Darussalam adalah wazir
atau pembantu kepala Negara untuk Negara Singapura yaitu khalifah
atau kepala Negara terjun langsung mengawasi kinerja dari seorang
perdana menteri, agar perdana menteri dalam menjalankan tugas tidak
menyeleweng melebihi kewenangan khalifah atau kepala Negara.
Pemikiran Imam Al-Mawardi yang dituangkan dalam al-Ahkam al-

Sultaniyyah memberikan dan mencerminkan akomo-dasi terhadap
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realitas dan praktik politik pada masanya, yang sering memberikan
justifikasi terhadap kekuasaan kepala Negara. Baginya kepala Negara
adalah komitmen agama dan aktualitas politik. Dia juga menunjukan
bahwa tugas utama kepala Negara ialah memelihara agama sesuai
dengan khalifah masa lampau, menegakkan ketetapan atau kepu-tusan
peradilan dan melindungi rakyat Islam. Yang lebih penting adalah
pemikirannya mengandung segi-segi normatif atau idealistik dari
sebuah pemerintahan atau tatanan politik Islam.

. Skripsi Al Qadri Nur, mahasiswa Universitas Hasanuddin Fakultas
Hukum Bagian Hukum Tata Negara, Makassar tahun 2013, dengan
judul:  “Kedudukan dan Fungsi Wakil Menteri dalam Sistem
Pemerintahan di Indonesia”. Temuan penelitiannya bahwa ketentuan
Konstitusi mengenai pengangkatan Wakil Menteri adalah bagian dari
kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tidak
adanya perintah maupun larangan di dalam UUD 1945 memberi arti
berlakunya asas umum di dalam hukum bahwa “sesuatu yang tidak
diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan” dan dimasukkan
di dalam Undang sepanjang tidak berpotensi melanggar hak-hak
konstitusional atau ketentuan-ketentuan lain di dalam UUD 1945.

. Skripsi Andi Akbar Alam, mahasiswa Program Studi Hukum
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
Makassar tahun 2016 dengan judul: “Hubungan Kewenangan
Kementerian dalam  Sistem Presidensial”. Hasil Penilitain ini
menujukkan bahwa: Pertama, pengaturan hukum terkait mekanisme
koordinasi kementerian belum diatur secara tegas. Mekanisme
koordinasi kementerian dikoordinasikan oleh kementerian koordinator
berdasarkan urusan pemerintahan. Kedua, pelaksanaan koordinasi

kementerian yang ada saat tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat



dengan masih adanya kekisruhan antara menteri kordinator dan menteri
terkait.

. Skripsi yang ditulis oleh Syafrizal, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan
Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada
Tahun 2017, dengan judul: “Konsep ‘Ashabiyah Ibn Khaldun Dalam
Penguatan Nilai Nasionalisme di Indonesia”. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Ashabiyah memiliki persamaan dengan
nasionalisme karena keduanya merupakan alat pemersatu untuk
mempertahankan Negara, sebagai solusi untuk mengatasi semua
permasalahan di Indonesia ini adalah dengan menumbuhkan kembali
rasa solidaritas (Ashabiyah) dan memilih seorang pemimpin yang hebat
dan tangguh juga dituntut adanya kesadaran masyarakat untuk tetap
menggalang persatuan dan kesatuan.

. Skripsi yang ditulis oleh Sefti Nuraida Nasution, mahasiswi Fakultas
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,
tahun 2018 dengan judul: “Amalisis Hukum Pengangkatan Menteri
dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau dari Persfektif Imam
al-Mawardi”. Hasil penelitiannya adalah pengangkatan dan
pemberhentian Menteri merupakan kewenangan konstitusional yang
dimiliki oleh Presiden berdasarkan pasal 17 ayat (2) UUD 1945.
Pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Menteri diatur lebih
lanjut dalam bentuk syarat pengangkatan dan pemberhentian Menteri
pada Undang-Undang No. 39 tahun 2008 Tentang kementerian negara.
Hadirnya syarat tersebut dapat berguna sebagai sarana kontrol yurudis
bagi Presiden agar tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam
mengangkat dan member-hentikan menteri. Ketentuan tersebut juga
bermanfaat guna memberikan pedoman teknis bagi Presiden agar
senantiasa menggunakan pendekatan profesionalitas yang lebih

mengedepankan kecakapan kinerja dalam menangkat dan memeberikan
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menteri sebagai wujud penguatan sistem Presidensial. Pengangkatan
Menteri telah di atur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2008
Tentang Kementerian pada Bab V Pasal 22 (1) Menteri diangkat oleh
Presiden, (2) untuk dapat diangkat menjadi Mentri, seseorang harus
memenuhi persayaratan: (1) Warga Negara Indonesia (2) Bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa (3) Setia kepada Pacasila sebagai dasar
Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. (4) Sehat jasmani dan
rohani (5) Memiliki intergeritas dan kepribadian yang baik, dan (6)
Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
b. Menurut Al-Mawardi, seluk-beluk jabatan wizarah dan membaginya
menjadi dua klasifikasi, yaitu wizarah tafwid dan wizarah tanfiz. (1)
wizarah tafwid Imam menunjuk seseorang sebagai pembantunya
(wazir, menteri) yang ia pasrahi mengurus berbagai urusan berdasarkan
pandangannya sendiri dan memberlakukannya berdasarkan hasil
jjtihadnya sendiri. Pada masa sekarang, jabatan ini mirip sengan jabatan
Perdana Menteri. Ini adalah jabatan paling krusial setelah jabatan
Khilafah. Ini karena wazir mufawad (menteri yang memegang jabatan
wizarah tafwid) memiliki semau kewenangan dan otoritas khalifah,
seperti menunjukan dan mengangkat para pejabat negara, menangani
bidang mazalim (hal yang dijelaskan dibagian mendatang). (2) wizarah
tanfiz, posisi jabatan ini lebih rendah dari posisi jabatan wizarah tafwid,
ini karena wizarah tanfiz hanya bertugas menjalankan rencana,
pandangan, inisiatif, pengaturan, dan kebijakan imam. Penunjukan dan
pengangkatan wizarah tanfiz hanya dengan adanya izin dan
persetujuan, tidak diisyaratkan harus dengan prosedur kontrak tertentu

dengan Khalifah. Juga tidak disyaratkan seorang wizarah tanfiz harus
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berstatus orang merdeka. c. relavansi pengangkatan Menteri dalam
sistem pemerintahan Indonesia perspektif Al-Mawardi bahwa kepala
negara sama-sama memiliki hak preogratif dalam memilih dan
menentukan Menteri sesuai dengan bidang dan tanggungjwabnya. Dan
pengangkatan Menteri, seorang Menteri juga harus memiliki integritas
yang baik agar tercapainya kemaslahatan seluruh masyarakat. Hal itu
juga tercantum di Undang No. 39 Tahun 2008 dan menurut Al-
Mawardi.

. Skripsi yang ditulis oleh Fery Wijaya, mahasiswi Fakultas Hukum
Reguler Mandiri Universitas Andalas, tahun 2012 dengan judul:
“Kewenangan Gubernur dalam Urusan Agama di Daerah”. Hasil
penelitiannya adalah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan
sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil
Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan
daerah dan atau pemerintahan desa. Namun Gubernur sebagai wakil
Pemeritah Pusat dalam menyeleggarakan urusan agama yang
merupakan wewenang pemerintah dapat melaksanakan wewenang yang
seharusnya merupakan wewenang pemerintah pusat dengan adanya
penyerahan wewenang dari pemerintah, sehingga adanya bentuk
pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada kepada Gubernur sesuai
dengan asas dekonsentrasi.

. Skripsi yang ditulis oleh Ni Luh Putu Arianti A. A. Ariani, mahasiswa
pada Program Kekhususan Hukum Pemerintahan, Fakultas Hukum
Universitas Udayana, dengan judul: “Kedudukan dan Kewenangan
Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Hasil
penelitianya adalah Gubernur mempunyai kedudukan sebagai kepala
daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat. Kedudukan gubernur

sebagai wakil pemerintah pusat diatur secara tegas dalam Pasal 37 UU
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No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kewenangan yang
dimiliki gubernur adalah kewenangan sebagai wakil pemerintah pusat
sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui PP
No. 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi.

. Skripsi yang ditulis oleh Andi Muh. Irvan Alamsyah, Mahasiswa
Program -~ Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Makassar, pada tahun 2018, Dengan Judul:
“Analisis Hukum Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri
berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara”. Hasil penelitiannya bahwa ada dua. Pertama,
hadirnya syarat pengangkatan, pemberhentian menteri dapat berguna
sebagai kontrol yuridis bagi presiden agar tidak menyalahgunakan
wewenangnya dalam mengangkat dan memberhentikan menteri. Kedua,
Keputusan presiden tentang pengangkatan dan pem-berhentian menteri
dapat dijadikan sebagai salah satu objek sengketa di Peradilan Tata
Usaha Negara, sebab telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha
negara dan tidak termasuk sebagai keputusan yang dikecualikan untuk
di gugat melalui peradilan tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 angka
(9) dan Pasal 2 UU No 51 Tahun 2009.

. Jurnal yang ditulis oleh Muzayyin Ahyar yang berjudul: a/-Mawardi
dan Konsep Khilafah Islamiyyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik
dan Politik Modern”. Dimuat dalam “Jurnal Pemikiran Islam dan
Filsafat”, Volume XV, Nomor 1, Januari-Juni 2018. Hasil penelitiannya
adalah dalam konsep khilafah Islamiyyah, Mawardi membagi ruang
lingkup wilayah kekuasaan dan tugas para pejabat pemerintahan ke

dalam empat bagian: kekuasaan umum dengan tugas umum, kekuasaan
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umum dengan tugas khusus, kekuasaan khusus dengan tugas umum,
kekuasaan khusus dengan tugas khusus. Karena pembagian ini, maka
dapat dikatakan terdapat hirarki kekuasaan yang bersifat distributif
dalam konsep kekuasaan khilafah Islamiyyah. Kekuasaan tunggal
berada pada satu orang, yaitu imam atau khalifah, sementara kekuasaan
turunannya terdapat pada wazir, pejabat gubernur, panglima-panglima
militer, hakim-hakim dan para pengawas kemungkaran. Jika demikian,
maka universalisme kekuasaan yang menjadi ruh dari sistem
ketatanegaraan versi khilafah Islamiyah tentu sudah tidak relevan
dengan konsep negara-bangsa yang cenderung berdiri berdasarkan
kepentingan dan identitas nasional masing-masing wilayah. Namun
demikian, beberapa landasan nilai mengenai proses administrasi
pemerintahan seperti keadilan, penguasaan masalah, dan transparansi
tentu masih disepakati oleh setiap penyelenggara pemerintahan di era
modern saat ini.

10. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Amin, dengan judul: “Pemikiran
Politik al-Mawardi”. Dimuat dalam “Jurnal Politik Profetik”. Volume
4, Nomor, tahun 2016. Hasil penelitiannya adalah Abu Hasan Ali bin
Muhammad bin Habib al-Mawardi adalah salah seorang pemikir
prodkutif muslim yang lahir di Basra pada tahun 364 H/975 M, dan
wafat di Bagdad di tahun 450 H/1058 M. Sebagai seorang pemikir yang
bertalenta, al-Mawardi berhasil mengusung ide-ide spektakulernya dan
menyusunnya menjadi beberapa kitab yang hingga hari ini banyak
dijadikan sebagai rujukan ilmiah. Salah satu ide besar yang dikemas
ialah kaitannya dengan sistem kenegaraan yang mengacu pada sirkulasi
politis yang pernah terjadi pada zaman khulafa’urrasyidin, lalu
mengemasnya menjadi beberapa ide-ide turunan dan berujung pada

sistem kontrak sosial.
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11. Jurnal yang ditulis oleh Zulfikar Yoga Widyatma dengan judul:
“Konsep Kepemimpinan Menurut al-Mawardi”. “Jurnal Kepemim-
pinan”, Volume 8, Nomor 1, tahun 2014. Hasil penelitiannya menunjuk
kan bahwa konsep kepemimpinan yang dikernbangkan oleh al-Mawardi
terangkum dalam beberapa poin, bahwasanya Imam (pemimpin) itu
diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga
agama dan mengatur dunia, kemudian kriteria-kriteria Imam yang legal
yang harus dimiliki ada tujuh. Adil, [lmu Pengetahuan, Sehat Inderawi,
Sehat organ tubuh, Wawasan yang luas, Berani dan Kesatria, dan
Nasab, kemudian kewajiban Imam ada sepuluh poin: Melindungi
keutuhan agama, Berjihad di jalan Allah, Mengambil fai dan sedekah,
Menegakkan supremasi hukum, Melindungi daerah-daerah perbatasan
dengan benteng yang kokoh, Menerapkan hukum kepada yang
berperkara, langsung menangani segala persoalan, Sedangkan Hak
imam sangat banyak tetapi al-Mawardi membatasinya dua saja yaitu
Hak untuk ditaati selagi tidak bebuat maksiat dan Hak untuk dibela dan
dibantu selama tidak ada perubahan dalam seorang Imam, Adapun
kriteria-kriteria dewan pernilih ada tiga: Adil dengan segala syarat-
syaratnya, [lmu pengetahuan, dan Wawasan dan sikap bijaksana yang
membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi Imam.
Al-Mawardi mendasarkan teorinya secara realistik, hal itu dapat dilihat
dalam pemikirannya yang tetap mempertahankan kepala negara harus
berbangsa Arab dari suku Quraisy. Dan yang melatar belakangi adalah
situasi politik pada saat itu, orang-orang Persi dan Turki terangterangan
akan merebut kekuasaan dari tangan Abbasiyah, dan merekapun bekerja
sarna dengan Syiah untuk menggulingkannya. Karenanya, status quo
perlu dipertahankan agar terjamin stabilitas politik. Meskipun begitu ia

berusaha mengadakan perbaikan yang sejalan dengan kaidah fighiyah

cha¥l sl BV, Alall sl dkéed)l Upaya  al-Mawardi
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mempertahankan etnis Quraisy, secara konstektual interpretatif dapat
dikatakan, bahwa hak kepemimpinan bukan pada etnis Quraisynya,
melainkan pada kemampuan dan kewibawaannya. Karena itu hadits-
hadits yang mengutamakan etnis Quraisy harus dipahami sebagai ajaran
yang bersifat temporal.

12. Jurnal yang ditulis oleh H. Samsul Nizar, dalam jurnal “Demokrasi,
VolII, No.1, 2003, dengan judul: “Konsep Negara dalam Pemikiran
Politik Ibnu Khaldun”. Ketidakjelasan Khaldun menyebutkan konsep
dan bentuk negara, merupakan perwujudan pola pemikiran politiknya
yang universal dan fleksibel. Pemikiran politik yang dapat diambil dari
konsep negara yang ditawarkan Khaldun, bahwa konsep negara
yang ideal adalah terwujudnya sistem tata nilai keadilan (supremasi
hukum), tanggungjawab (vertikal dan horizontal), kemampuan
pemimpin (intelektual dan strategis), serta moralitas-religius. Kesemua
syarat tersebut seyogyanya dimiliki oleh setiap pemimpin dan unsur
aparatur negara. Bila konsep ini telah dimiliki pada setiap individu,
maka mereka secara bersama-sama akan berupaya mengendalikan
warna kebijakan kenegaraan dalam rangka terciptanya ketertiban,
keharmonisan sosial, serta tumbuhnya peradaban umat yang dinamis
dan kondusif.

13. Jurnal yang ditulis oleh Mansur, dalam Jurnal “Jurnal-jurnal Ilmu
Sosial, Vol 30, No 66 (2007)”, dengan judul: “Model Kekuasaan Politik
Ibnu Khaldun (Sebuah Pelajaran Berharga bagi Bangsa Indonesia)”.
Berbeda dengan para sejarawan sebelumnya, Ibnu Khaldun menjadikan
thaba’i umran sebagai landasan dasar teori kritisnya dalam menganalisa
masyarakat. Ketika dia menganalisis bagaimana perkembangan
masyarakat suku dan bagaimana mereka mengalami perkem- bangan

menuju masyarakat bernegara, Ibnu Khaldun menemukan landasan
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dasarnya pada kekuatan Ashobiah. Karena itu, konsepsi ashobiah
sangat urgen dalam mengetahui konsepsi filsafat politik Ibnu Khaldun.

14. Jurnal yang ditulis oleh Sigit Ridwan Abdullah, dalam Jurnal “Asy-
Syari’ah, Vol 19, No 1 (2017)”, dengan judul: “Tujuan Negara Dalam
Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi”. Penelitian ini menganalisis
pandangan Yusuf al-Qaradhawi terhadap negara Islam dengan
menggunakan metode deskriptif analitis dalam bentuk /ibrary research,
terhadap buku-buku atau tulisan lepas Yusuf al-Qaradhawi tersebut di
atas. Negara Islam menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah “negara yang
berlandaskan akidah dan pemikiran.” [a menyatakan bahwa ada empat
tujuan pemerintahan Islam yaitu: Perfama, Pemerintahan Islam tidak
bertujuan untuk menguasai lahir batin, tetapi untuk memelihara dan
melindungi rakyat. Kedua, menunaikan amanat kepada pemiliknya.
Ketiga, menegakan keadilan bagi ummat manusia. Keempat, mengo-
kohkan agama di muka bumi sebagai tujuan yang paling utama dengan
menanamkan akidah, hudud dan mengaplikasikan hukum dan pesan-
pesannya.

15. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Sanusi, Mahasiswa UIN Sultan
Maulana Hasanuddin Banten, dalam Jurnal “Jurnal Hukum:Jurnal Al-
ahkam, Vol 14 No 2 (2018): Juli-Desember 2018”_, dengan judul:
“Konsep Negara Menurut Ihkwanul Muslimin”. Konsep negara
menurut ikhawanul muslimin sebagaimana yang diungkapkan oleh
salah seorang tokoh ikhwanul muslimin Sayid Qutub dalam bukunya
Al-Adalah al-Itjima’iyah fi al-Islam adalah sebagai berikut pertama:
Pemerintah Supra Nasional kedua: Persamaan Hak Antara Para
Pemeluk Berbagai Agama ketiga: negara harus berdasar tiga asas, yakni
keadilan penguasa, ketaatan eakyat dan permusyawaratan antara
pengusaha dan rakyat.selain itu menurutnya bahwa pemerintah atau

negara harus melaksanakan syariat Islam secara keseluruhan.
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http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/issue/view/321
http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/issue/view/233

16. Naskah yang ditulis oleh Aidin, Penyelenggara Penata Usaha Umum
dan Kepegawaian Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Kemenhut
NTB, Tahun 2014, dengan judul: “Kedudukan Wakil Menteri Dalam
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Asumsi dasar yang
digunakan dalam mengangkat jabatan Wakil Menteri tersebut adalah
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi
Kementerian Negara. Sebelumnya, Indonesia tidak pernah mengenal
adanya jabatan Wakil Menteri, jabatan tertinggi pada Kementerian
Negara dipegang oleh Menteri sebagai pembantu Presiden. Namun,
mengikuti perkembangan zaman dan kompleksitas fungsi-fungsi
Kementerian Negara sehingga dirasa perlu untuk mengangkat Wakil
Menteri yang bertugas membantu menteri dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya.

17. Makalah yang ditulis oleh Nur Lailatul Fitri, dengan judul: “Konsep

’

Kenegaraan Islam Perspektif Ibnu Khaldun”. Dari pembahasan
tersebut dapat kita simpulkan bahwa, pertama, hal paling mendasar
tentang berdirinya suatu negara adalah karena adanya rasa solidaritas
dalam suatu kelompok masyarakat untuk mempertahankan hidup.
Tujuan akhir dari adanya rasa solidaritas tersebut adalah diperolehnya
suatu kedaulatan. Ashabiyah atau rasa solidaritas tersebut terdapat pada
watak manusia yag dasarnya bisa bemacam-macam. Namun, menurut
Ibnu Khaldun rasa solidaritas tersebut tidak akan terbentuk tanpa
adanya peran agama. Kedua, apabila kedaulatan telah terbentuk dan
muncul peradaban baru maka suatu masyarakat akan membutuhkan
seorang pemimpin yang mampu mengatur segala urusan yang berkaitan
dengan negara. Apabila negara telah stabil dan keadaan ekonomi
masyarakat mengalami kemajuan, maka baik pemimpin maupun
masyarakat tidak akan lagi peduli dengan rasa solidaritas yang telah

mereka bina.
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Paling tidak, uraian penelitian di atas cukup kiranya menjadi batasan
bahwa isu yang penulis angkat terkait kewenangan wazir dalam tata
pemerintahan menurut Imam Mawardi dan relevansinya dengan kewenangan
gubernur saat ini di Indonesia. Penelitian di atas memang memiliki persamaan
khususnya kajian tentang kewenangan gubernur, serta pemikiran Imam al-
Mawarditentang kepemimpinan dalam Islam. Namun, isu atau fokus yang
belum disentuh adalah mengenai kewenangan wazir dalam kaitannya dengan
kewenangan gubernur khususnya di Indonesia. Inilah menjadi poin untuk yang

menjadi kajian penelitian ini.

F. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian

Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan
penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis,
yang dilakukan secara metodelogis, sistematis dan konsisten.'' Jadi metode
penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan
menggunakan metode penelitian. Sedangkan Jenis penelitian kualitatif yang
digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (/ibrary research),
yaitu menggali data dari bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku/kitab,
jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan. Studi kepustakaan pada

penelitian ini diarahkan pada Pemikiran Imam al-Mawardi.

2. Teknik pengumpulan data
Mengingat penelitian ini termasuk dalam studi pustaka, maka yang
menjadi data-data yang penulis rujuk yaitu sumber-sumber tertulis. Dalam hal

ini penulis menggunakan tiga sumber hukum, yaitu:

"Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2009),
him. 13.
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a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif
(otoritas). Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu kitab-
kitab pemikiran Imam al-Mawardi, seperti kitab: Ahkam Sultaniyyah, al-
Hawi al-Kabir, dan kitab-kitab Imam al-Mawardi lainnya. Selain itu,
bahan data primer juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan
terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku atau kitab, di antaranya
karangan Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, karya lbn
Khaldun, Mugaddimah, karangan Muhammad Iqgbal, Figh Siyasah:
Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, karangan Jimly Asshiddigie,
Pengantar llmu Hukum Tata Negara, atau buku lainnya yang penulis
anggap relevan dengan penelitian ini.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan
penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari
kamus-kamus, majalah, ensiklopedia, jurnal-jurnal serta bahan dari
internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.
3. Analisa data

Analisis data merupakan suatu langkah yang dilakukan peneliti dalam
mengkaji dan menganalisa data-data yang sebelumnya telah diperoleh dari hasil
penelitian.'? Dalam penelitian ini, analisis yang penulis gunakan adalah analisis-
normatif, artinya menjelaskan dan menelaah kajian kewenangan wazir dalam
pandangan Imam al-Mawardi. Dalam keadaan bersamaan, juga akan
dikemukakan tentang kewenangan gubernur. Setelah data-data dikumpulkan,
maka akan ditinjau melalui teori hukum tata pemerintahan khususnya

kewenangan gubernur dalam konteks dewasa ini di Indonesia.

"“Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2006), hlm. 143.
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4. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku
pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi
Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan
terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri
dari beberapa sub pembahasan dengan sistematika, Bab satu, merupakan bab
pendahuluan yang berisi tujuh pembahasan, yaitu, latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian
penelitian terdahulu atau kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika
pembahasan. Kelima pembahasan ini disajikan secara ringkas tentang aspek

masalah yang diteliti.

Bab dua, merupakan bab landasan teoritis tentang landasan teori tentang
konsep wazir dan gubernur dalam tata pemerintahan. Bab ini berisi sub bahasan
tentang konsep wazir dalam tata pemerintahan Islam, terminologi wazir, dasar
legislasi wazir dalam pemerintahan Islam, kewenangan wazir, konsep gubernur
dalam tata pemerintahan Indonesia, terminologi gubernur, dasar legalitas
gubernur dalam pemerintahan Indonesia, dan kewenangan gubernur di

Indonesia.

Bab tiga, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan tentang studi
pendapat Imam al-Mawardi tentang kewewenang wazir dan relevansinya
dengan kewenangan gubernur. Bab ini terdiri dari profil Imam al-Mawardi,
kewenangan wazir menurut Imam al-Mawardi, relevansi pendapat Imam al-

Mawardi tentang konsep wewenang wazir dan kewenangan gubernur di

19



Indonesia, serta analisis persamaan dan perbedaan antara kewenangan wazir dan

gubernur.

Bab empat, merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini pebulis
menarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang merupakan
jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah.
Dalam bab ini juga diajukan beberapa saran rekomendasi kepada pihak-pihak
terkait sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang ditemukan dalam

penelitian.
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BAB DUA
LANDASAN TEORI TENTANG KONSEP
WAZIR DAN GUBERNUR DALAM
TATA PEMERINTAHAN

A. Konsep Wazir dalam Tata Pemerintahan Islam

1. Terminologi Wazir

Istilah wazir menurut bahasa kamus bahasa Indonesia berarti menteri,
kabinet, perdanan menteri, departemen."” Pemaknaan istilah wazir sebagai
menteri atau kementerian pembantu pemerintah sebetulnya belum dikenal pada
masa Rasulullah SAW, termasuk pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah.
Namun demikian, yang pertama sekali menggunakan istilah wazir sebagai
menteri adalah Abu Saamah al-Khallal, seorang pendukung pada masa
Abbasiyah di Kufah. Dia dikenal sebagai wazir (menteri) pada keluarga
Muhammad."*

Makna wazir dalam etimologi dan terminologi memiliki makna yang
dekat. Sebab, kata tersebut di arahkan pada sesuatu yang sifatnya menutupi dan
dapat menolong, atau tempat berlindung, termasuk menteri atau pemerintahan
selaku penolong bagi rakyat.

Menurut istilah, wazir adalah nama bagi suatu kementerian dalam
sebuah negara atau kerajaan.'> Menurut Ibn Khaldun, wazir atau istilah yang ia
gunakan yaitu al-wizarah berarti kembaga tertinggi pemerintahan. Dalam
rumusannya disebutkan bahwa wizarah atau kementerian adalam unsur lembaga
tertinggi pemerintahan dalam jabatan kekuasaan. o

Dalam konteks negara modern, termasuk Indonesia, menteri dibedakan
dalam dua sistem, yaitu sistem presidentil dan parlementer. Dalam konteks
presidentil, maka menteri adalah petugas negara yang tunduk dan bertanggung
jawab kepada presiden. Berbeda dengan sistem presidentil, maka dalam sistem

BAW. Munawwir dan M. Fairuz, Kamus al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif,
2007), hlm. 1555.

“Tim Dar al-Alim, Atlas Sejarah Islam: Sejak Masa Permulaan Hingga Kejayaan
Islam, (Depok: Kaysa Media, 2011), hlm 90.

Muhammad Iqbal, Figh Sivasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet. 2,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 166.

'*Muhammad bin Khaldun, Mugaddimah..., hlm. 423.
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parlementer, menteri adalah petugas negara yang tunduk dan bertanggung jawab
kepada parlemen."’

Maksud menteri dalam konteks negara modern adalah satu lembaga yang
diduduki oleh pembantu pemerintah dalam berbagai bidang. Dalam hal ini,
presiden (khusus pada sistem presidentil) berhak memilih dan menentukan siapa
yang menjadi menteri yang dapat membantunya secara baik mengurus masalah
negara dan pemerintahan. Bertolak dari uraian beberapa definisi di atas pula,
maka dapat disarikan dalam rumusan baru bahwa wazir merupakan pembantu
pemerintah yang secara langsung dapat berhubungan dengan pemerintah dalam
sebuah negara, atau disebut juga dengan menteri.

2. Dasar Legalitas Wazir dalam Pemerintahan Islam

Pemerintahan dalam Islam pada prinsipnya tidak lekang antara agama
dengan negara. Artinya, negara dan agama adalah satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pemerintahan (negara)
memiliki maksud menjalankan perintah dan meninggalkan larangan yang ada
dalam ajaran Islam. Atas dasar itu, pemerintahan dalam Islam memiliki fungsi
yang cukup penting. Sistem pemerintahan ideal dalam pespektif Islam yakni
pemerintahan yang mampu menjunjung tinggi nilai, moral, dan hukum Islam.

Sistem pemerintahan dalam Islam pada dasarnya tidak disebutkan secara
rinci dan tegas dalam sumber pokok ajaran Islam. Baik Alquran maupun hadis
tidak menyinggung secara jauh bagaimana sebetulnya sistem pemerintahan ideal
dalam pandangan Islam, termasuk tidak ditemukan pula dalil tentang unsur-
unsur negara seperti adanya menteri yang fungsi dan tugasnya seperti diketahui
saat ini di dunia. Hanya saja, dalam keadaan tertentu pula, maka kedudukan
pemerintah dan unsur yang ada di dalamnya menjadi kreasi manusia.
Pembentukan menteri, dan unsur negara lainnya tidak menutup kemungkinan
berbeda-beda sesuai dengan prakarsa manusia dan selanjutnya ditetapkan dalam
satu bentuk regulasi hukum.

Khusus dalam bidang kementerian dalam kajian pemerintahan Islam,
wazir terdiri dari dua bagian, yaitu wazir tafwid dan wazir tanfiz. Wazir tafwid
memiliki wewenang dalam urusan kebijakan hukum, seperti menyelesaikan dan
mengelurkan kebijakan politik hukum berdasarkan ijtihadnya demi mewujudkan
kemaslahatan dalam masyarakat. Sementara itu, wazir tanfiz hanya sebatas
penghubung antara khalifah dan rakyat.' terdapat beberapa acuan dasar yang
umum dipakai dalam kaitan legalitas wazir. Hukum mengikuti dan patuh pada
perintah wazir sebagai pembantu pemerintah dibolehkan secara agama.

"Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cet. 9, (Depok: Rajawali
Pers, 2017), him. 324-325.

¥Muhammad Igbal, Figh..., him. 169-170.
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Menurutnya, dalil umum yang biasa digunakan dalam konteks ini bertolak dari
ketentuan QS. Taha ayat 29-31:"°

oo & 3T Al ke (I (a5 J daaTs

“Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. (Yaitu)

Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku”.

Ayat ini memberi petunjuk kebolehan untuk mengikuti wazir. Sebab,
jika dalam urusan nubuwwah dibolehkan, maka dalam urusan pemerintahan juga
dibenarkan secara agama.”’ Menurut al- Qurthubi, makna lafaz wazir pada ayat
di atas orang yang membantu. Hal ini dimaksudkan karena wazir memikul
beban berat dari seorang sultan.”’ Menurut Ibn Katsir, ayat tersebut memberi
informasi tentang permintaan Nabi Musa as mengenai hal di luar dirinya, yaitu
bantuan dari saudaranya, Nabi Harus as.”

Melalui ayat di atas, cukup memberikan gambaran bahwa perspektif tata
pemerintahan tentang wazir pada dasarnya dibentuk sebagai pembantu. Dalam
konteks ini, keberadaan wazir dapat meringankan beban khalifah dalam
menyelesaikan urusan kenegaraan, sehingga tujuan dasar hukum Islam
(syari’ah) dapat digapai. Tujuan umum hukum-hukum dalam Islam, tidak
terkecuali adanya aturan atau regulasi tentang tata pemerintah yaitu demi
mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Selain ayat di atas, dalil lainnya mengacu pada keterangan QS. al-Furgan
ayat 25: g ‘

253 O s )m oAl A Uilaa y Gl L g e
“Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada

Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia

sebagai wazir (pembantu)”.

Ayat di atas menunjukkan wazir sebagai orang yang melaksanakan
suatu tugas tertentu. Dalam konteks ayat tersebut, disebutkan tugas Nabu Harus
as dalam membantu Nabi Musa as dalam melaksanakan tugas dakwahnya
kepada Fir’aun.® Selain dalil Alquran, data historis tentang fungsi wazir telah
dilakukan oleh khalifah sahabat Rasul, seperti Abu Bakar, Umar, Usman dan

Raghib al-Sirjani, Sumbangan..., him. 492.
**Muhammad Igbal, Figh..., hlm. 169-170.

'Imam al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, (t. terj), Jilid 12, (Jakarta: Pustaka Azzam,
2009), hlm. 165.

*Abdurrahman bin Ishaq, Tafsir Ibn Katsir, (Terj; M. Abdul Ghoffar EM &
Abdurrahim Mu’thi), Jilid 5, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2003), hlm. 379.

ZMuhammad Igbal, Figh..., hlm. 167.
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Ali. Abu Bakar sendiri memainkan peranan penting dalam membantu
Rasulullah SAW.**

Di samping alasan normatif dalil-dalil di atas, dasar legalitas wazir
dalam pemerintahan Islam juga mengacu pada alasan logis. Secara logis seorang
pemimpin tidan akan mampu menjalankan sistem pemerintahan secara sendiri-
sendiri. Pemimpian atau khalifah harus dibantu oleh menteri yang mengurusi
bidang tertentu, baik dalam urusan kemiliteran, keuangan, pembangunan, dan
urusan lainnya, sehingga jalannya pemerintahan dapat terwujud dengan baik.
Dengan demikian, dasar legalitas wazir tidak hanya mengacu dalil Alquran
sebagai sumber pokok hukum Islam, namun juga dilandasi atas adanya alasan
logis mengaruskan menteri dalam pemerintahan. Kebaradaan menteri atau wazir
dapat mempermudah kinerja imam atau khalifah dalam segala bidang.

B. Konsep Gubernur dalam Tata Pemerintahan Indonesia
1. Terminologi Gubernur

Istilah gubernur merupakan sebutan jabatan sekaligus pejabat di sebuah
provinsi.”> Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata gubernur bisa diartikan
sebagai kepala pemerintahan tingkat provinsi, atau disebut pula secara umum
sebagai kepala, ketua, atau kepala bank.”® Kata gubernur diadopsi dari salah satu
kata bahasa Inggris, yaitu governor.27 Namun demikian, ada asalnya kata
gubernur diambil dari bahasa Latin, yaitu gubernacolums, dalam bahasa
Belanda dikenal dengan istilah bestuur regeren.”

Dapat dimaknai bahwa gubernur yaitu penyelenggara pemerintah daerah
provinsi berkedudukan sebagai kepala daerah provinsi dan wakil pemerintah
pusat di daerah dan bertanggung jawab kepada presiden. Menurut Hanif,
gubernur adalah kepala daerah otonom sekaligus kepala wilayah administrasi.
Sebagai kepla daerah otonom, gubernur adalah kepala pemerintahan daerah
provinsi yang bertanggung jawab terhadap rakyat daerah setempat. Sedangkan
sebagai kepala wilayah administrasi (local state government), gubernur adalah
wakil pemerintah pusat di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan.”’

*Muhammad Igbal, Figh..., him. 167.

Irfan Setiawan, Hand Book Pemerintahan Daerah, (Bandung: Wahana Resolusi,
2018), hlm. 133.

**Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008),
him. 490.

*"Andre Syahreza, Black Interview Jakarta 100 Tahun Kemudian, (Jakarta: Gagas
Media, 2008), hlm. 97.

rfan Setiawan, Hand..., hlm. 133.

PHanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Edisi Revisi,
(Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 215-216.
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Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah, tidak disebutkan secara tegas rumusan gubernur.
Hanya saja, dalam beberapa pasal, menunjukkan bahwa gubernur merupakan
kepala pemerintahan daerah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat dalam
mengurus wilayah provinsi berdasarkan asas desentralisasi.’® Hal ini dapat
dipahami dari ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, bahwa asas desentralisasi berupa penyerahan
urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan
asas otonomi. Jadi, gubernur merupakan perwakilan dari pemerintah pusat untuk
mengurus daerah provinsi sesuai dengan asas desentralisasi.

Meminjam pendapat Dennis dan Nellis, Rahman menyatakan bahwa asas
desentralisasi merupakan transfer pertanggungjawaban mengenai perencanaan,
manajemen dan peningkatan serta alokasi berbagai sumber dari pemerintahan
pusat kepada berbagai unit-unit pemerintahan (di bawahnya).’' Menurut Feggett
dan kawan-kawan, seperti dikutip oleh Muhtar, menyebutkan dua makna asas
desentralisasi dalam pemerintahan.’® Pertama, pemisahan secara fisik mengenai
operasi sebuah organisasi terhadap kantor-kantor yang dimiliki di tingkat lokal.
Kedua, desentralisasi merupakan delegasi dan devolusi dari sejumlah besar
otoritas pembuatan keputusan kepada pemeirntahan yang paling bawah.?
Definisi lainnya yaitu desentralisasi yaitu penyerahan tugas pelaksanaan urusan
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, atau tugas pemerintah daerah
tingkat I kepada daerah tingkat I1.**

Terhadap rumusan di atas, maka penyerahan kekuasan dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah memberi indikasi bahwa gubernur sebagai
pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang atas adanya legalitas hukum
dari pemerintah pusat untuk mengurus pemerintahan di tingkat provinsi. Di
Aceh, ragulasi yang berkaitan dengan pemaknaan gubernur cukup banyak, di
antaranya disebutkan dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh juncto Pasal 1 butir 6 Qanun Aceh Nomor 10
Tahun 2008 tentang Lembaga Adat:

“Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu
proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan dalam rumusan baru
bahwa gubernur yaitu pemerintah daerah yang memiliki tugas untuk

*Jimly Asshiddiqie, Pengantar..., him. 294.
3Fathur Rahman, Teori Pemerintahan, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 49.

**Muhtar Haboddin, Pengantar Ilmu Pemerintahan, (Malang: UB Press, 2015), hlm.
148.

33Hab0ddin, Pengantar..., hlm. 148.

**Ermaya Suradinata, Kepemimpinan Daerah & Nasional: Membangun Daerah Menuju
Indonesia Bangkit, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), him. 210.
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menyelenggarakan pemerintah daerah di tingkat provinsi. Tergadap definisi
tersebut, maka gobernur adalah nama bagi sebuah habatan kepemimpinan di
tingkat provinsi yang diambil atau diangkat dan diberhentikan secara langsung
oleh preside.

2. Kewenangan Gubernur di Indonesia

Secara etimologis, istilah kewenangan berasal dari kata wenang atau
wewenang, artinya mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan
sesuatu, atau hak dan kekuasaan yang dimiliki. Kata wenang kemudian
membentuk varian kata lainnya seperti.’”> Ramlan secara sederhana memaknai
istilah “kewenangan” sebagai “kekuasaan”.’® Mengacu pada definisi etimologis
tersebut, maka pemaknaan kewenangan secara sederhana berarti sebagai suatu
hak kekuasaan untuk bersikap, berbicara, bertindak atau berbuat terhadap
sesuatu. Istilah kewenangan menurut Thalib sering disejajarkan dengan “bevoe
gheid” dalam istilah hukum publik Belanda. Sementara dalam konsep hukum
tata negara disebut dengan istilah “rechtmacht”, artinya kekuasaan hukum.
Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “authority”.”” Dengan makna ini,
maka dalam hukum tata negara, kewenangan disebut juga dengan kekuasaan
berdasarkan hukum, atau disebut juga kekuasan atas dasar adanya amanah yang
ditetapkan oleh hukum, baik undang-undang atau regulasi lainnya.

Menurut istilah, terdapat beberapa rumusan, di antaranya menurut
Thalib, bahwa kewenangan adalah kekuasaan formal, merupakan kekuasaan
diberikan oleh undang-undang, atau disebut juga kekuasaan dari segolongan
orang tertentu atau kekuasaan terhadap satu bidang pemerintahan atau urusan
pemerintahan tertentu yang bulat.’® Istilah “orang tertentu” atau “pemerintahan
tertentu” dalam rumusan tersebut boleh dimaknai sebagai pihak-pihak yang
secara hukum memiliki kedudukan dalam sistem pemerintahan dan dengan
hukum itu pula ia memiliki kewenangan. Dalam pengertian lain bahwa
pemerintahan tertentu bisa dimaknai baik dalam cakupan kecil seperti
pemerintahan desa, camat, bupati, termasuk juga gubernur yang secara hukum
telah diatur ruang gerak wewenang dan tugasnya dalam menjalankan roda
pemerintahan.

Pengertian lain juga diulas oleh Damsar, bahwa kewenangan atau
otoritas adalah suatu legitimasi (hak) atas dasar suatu kepecayaan untuk
memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu, dengan kata lain kekuasaan

3>Redaksi, Kamus..., him. 1621.
*Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo, tt), hlm. 108.

"Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 210.

3¥Thalib, Wewenang..., hlm. 210.
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adalah suatu bentuk kekuasaan yang sah atau memiliki legitimasi.* Lebih lanjut
Damsar memuat pendapat Weber terkait perbedaan kewenangan dengan
paksaan yang sama-sama sebagai kekuasaan:*’

Kekuasaan
Sah: Tidak Sah:

Mencermati gambar tersebut, dapat diketahui bahwa kewenangan dan
paksaan sama-sama sebagai suatu kekuasaan. Namun pembedaanya adalah sah
dan tidaknya kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang diberikan dan diakui oleh
hukum masih dalam makna kewenangan, sementara tindakan dan kekuasaan
yang tidak menurut hukum (tanpa didasari oleh hukum) disebut dengan
kesewenangan atau paksaan. Pembedaan kekuasaan sebagaimana teori Weber
tersebut barangkali menjadi alat ukur kewenangan sah dengan paksaan tidak sah
yang sama-sama masuk dalam cakupan makna kekuasaan.

Pengertian selanjutnya dikemukakan oleh Stoud, dikutip Jeffri bahwa
kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan
perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik
dalam hukum publik. Jeffri sendiri mengemukakan bahwa kewenangan
(authority) merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang.’'
Jadi, kewenangan atau otoritas adalah hak kekuasaan yang ditetapkan bagi satu
individu tertentu atau pemerintahan tertentu untuk bersikap, bertindak atau
berbuat secara sah menurut hukum berdasarkan landasan regulasi tertentu, baik
dalam undang-undang atau aturan lainnya.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah, baik dalam lungkup kecamatan
yang dipimpin oleh camat, hingga tingga provinsi yang dipimpin oleh seorang
gubernur memiliki kewenangan tersendiri. Sebagai pemerintah daerah di tingkat
provinsi, gubernur memili tuga dan wewenang khusus dalam menjalankan
pemerintahannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah tidak memuat secara rinci tugas dan wewenang gubernur. Hanya saja,
dalam undang-undang tersebut dinyatakan gubernur dalam menyelenggarakan
pemerintahan dibantu oleh perngakat gubernur. Mengenai tugas dan fungsi serta
wewenangnya, diatur secara khusus dalam peraturan pemerintah. Hal ini telah
disebutkan secara tegas pada Pasal 93:

¥Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, Edisi Revisi, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2015), hlm. 66.

“Damsar, Pengantar..., hlm. 66.

“'M. Jeffri Arlinandes Chandra, Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan
Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang OJK, (Bengkulu: Zigie Utama, 2018), hlm. 57-58.
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Ayat(1) :
Ayat (2):
Ayat (3) :
Ayat (4):

Ayat (5):

Gubernur dalam menyelenggarakan tugas sebagai wakil Pemerintah
Pusat dibantu oleh perangkat gubernur.

Perangkat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
sekretariat dan paling banyak 5 (lima) unit kerja.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh
sekretaris gubernur.

Sekretaris daerah provinsi karena jabatannya ditetapkan sebagai
sekretaris gubernur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi
perangkat gubernur diatur dalam peraturan pemerintah.

Menindaklanjuti bunyi ayat (5) di atas, pemerintah telah mengeluarkan
regulasi dalam bentuk peraturan pemerintah tentang tugas dan fungsi gubernur,
yaitu dengan diterbutkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat. Dalam peraturan ini, gubernur diberikan beberapa
tugas pokok yang wajib dijalankan serta beberapa kewenangannya. Hal ini
secara tegas dapat dipahami dari ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah
tersebut, yang bunyinya yaitu:

Ayat (1) :

Ayat (2):

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyeleng-garaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah
kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
mempunyai tugas:

a. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota;

b. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penye-
lenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di
wilayahnya;

c. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di
wilayahnya;

d. Melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah
kabupaten /kota tentang rencana pembangunan jangka panjang
daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, anggaran

pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan
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dan belanja daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
pendapatan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan
retribusi daerah;

Melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota;
dan

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Ketentuan di atas cukup tegas bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat di tingkat provinsi memili tugas pembinaan, pengawasan hingga
melakukan penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, yang meliputi berbagai
wilayah kabupaten di bawahnya. Di samping itu, gubernur juga bertugas
memberikan fasilitas daerah kabupaten, tentunya dengan koordinasi pemerintah
pusat dan realisasinya kepada bupati dan wali kota yang berada di bawah
pemerintahannya. Tugas gubernur di atas merupakan amanah dari undang-
undang pemerintah daerah.*” Di samping tugas, gubernur juga memiliki
kewenangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4):

Ayat (3) : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang:

a.

b.

Membatalkan peraturan bupati/wali kota;

Memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota
terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi peme-
rintahan antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi;

Memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah
kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat
daerah kabupaten/kota; dan

Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

*Tim Visi Yustisia, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dan Perubahannya, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2015), him. 81.
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Ayat (4) : Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
mempunyai tugas dan wewenang:

a. Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah kabupaten/

kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di
wilayahnya;

b. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan
antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar daerah
kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;

c. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan
dana alokasi khusus pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya;

d. Melantik bupati/wali kota;

e. Memberikan persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah
provinsi  kecuali pembentukan instansi  vertikal  untuk
melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan
instansi vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara
tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

f. Melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga
pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah daerah
provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala instansi vertikal
yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala
instansi  vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang
nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bertolak dari uraian di atas, gubernur diberi kewenangan yang cukup
strategis. Konsep kewenangan gubernur yang dibangun dalam regulasi di atas
hadir dan dijadikan sebagai media untuk mengatur masyarakat sebagai subjek
hukum, kebijakan-kebijakan, dan segala bentuk yang diamatkan undang-
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undang, hal ini dimaksudkan untuk tercapainya tujuan bersama yang dicita-
citakan. Hal ini selaras dengan pendapat Abdul Latif, bahwa penggunaan
wewenang oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek
hukum.* Dengan demikian, apapun bentuk kewenangan oleh pemangku dan
penjabat dalam sutau lembaga pemerintahan, baik tingkat desa hingga tingkat
perovinsi yang dipimpin oleh gubernur dimaksudkan sebagai media untuk
mengatur masyarakat sebagai subjek hukum menjadi teratur, sesuai dengan nilai
dan tuntutan hukum.

Kewenangan gubernur sebagaimana tersebut pada ayat (3) dan ayat (4)
di atas masuk dalam kewenangan atrubusi, yaitu wewenang yang diperoleh
karena melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi
ditujukan dalam hal wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam
menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh
undang-undang. Atribusi menunjukkan pada suatu kewenangan asli yang
diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang.44 Menurut
Yulikhsan, atribusi merupakan kewenangan badan atau pejabat administrasi
pemrintahan yang diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-
undangan, sementara wewenang lainnya masuk dalam cakupan mandat atau
delegasi.45 Definisi atribusi disebutkan dengan tegas dalam Pasal 1 angka 22
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, bahwa
atribusi didefinisikan sebagai:

“Pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau
undang-undang”.

Dengan demikian, atribusi dalam konteks ini masuk dalam kekuasaan
yang menjadi wewenang gubernur atas dasar dua ketentuan, yaitu ketentuan
undang-undang sekaligus peraturan pemerintah. Artinya, wewenang gubernur
baik dalam bidang pengawasan maupun kontrol terhadap pemerintahan di
tingkat kabupaten merupakan wewenang atribusi.*® Pada dasarnya, pemerolehan
kewenangan itu ada dua, yaitu melalui atribusi dan pelimbahan wewenang.
Pelimpahan wewenang merupakan penyerahan sebagian dari wewenang pejabat
atasan kepada bawahan, bertujuan untuk membantu menyelenggarakan dan
melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri.’ Pada
perkembangannya, pemerolehan kewenangan melalui pelimpahan wewenang ini

* Abdul Latif, Hukum Administrasi, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 54.

*M. Jeffri Arlinandes Chandra, Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan
Pengawasan Perbankan di Indonesia, (Bengkulu: Zigie Utama, 2018), hlm. 57-58.

Eri Yulikhsan, Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan: Aplikasi dalam
PTUN, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 63.

*Harun, dkk, Hukum Administrasi Negara di Era Citizen Friendly, (Surakarta:
Muhammadiyah University Press, 2018), him. 23.

#'Chandra, Kewenangan..., him. 61.
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dibagi lagi ke dalam dua bentuk, yaitu delegasi dan mandat. Penyamaan istilah
delegasi dan mandat dalam makna “pelimpahan wewenang” dikemukakan oleh
Johan.*®

Berdasarkan uraian di atas, dapat disarikan kembali bahwa gubernur
memiliki kewenangan yang diberikan melalui jalan atribusi, yaitu adanya
undang-undang atau peraturan pemerintah yang menjadi legalitasnya.
Kewenangan yang dimaksud baik dalam hal pengawasan, penyelenggaraan,
hingga pada kontrol terhadap pemerintahan di tingkat kabupaten/kota. Gubernur
juga diberi legalitas hukum dalam membuat kebijakan dalam menjelankan tugas
dan fungsinya sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, berupa wewenang
membuat regulasi dalam bentuk peraturan gubernur.

*Teuku Saiful Bahri Johan, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama,
2018), hlm. 146.
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BAB TIGA
STUDI PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG
KEWEWENANG WAZIR DAN RELEVANSINYA
DENGAN KEWENANGAN GUBERNUR
DI INDONESIA

A. Profil Imam al-Mawardi

Nama Imam al-Mawardi yaitu Ali bin Muhammad bin Habib al-
Mawardi, nama panggilannya adalah Abu al-Hasan, sebagian lain menyebutkan
lagab al-Mawardi, lahir di Basrah, bermazhab Syafi’i. Oleh sebab itu, dalam
banyak literatur, nama lengkap beliau sering ditulis dengan Abu al-Hasan Ali
bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri al-Syafi’i. Imam al-Mawardi
lahir di Basrah, tahun 364 Hijriah, dilahirkan dari keluarga penjual air Mawar.
Panggilan al-Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasannya dalam
berorasi, berdebat, dan memiliki argumentasi yang cukup kuat.*’ Ia juga tajam
menganalisis terhadap setiap masalah yang dihadapi. Sedangkan julukan al-
Basri dinisbatkan pada tempat kelahirannya, yaitu Basrah. Sedangkan sebutan

al- Syafi’i karena beliau salah satu tokoh besar yang bermazhab Syafi’i.*’

Masa kecil Imam al-Mawardi dihabiskan di Baghdad hingga tumbuh
dewasa. Imam al-Mawardi merupakan seorang pemikir Islam yang terkenal
pada masanya. Ia juga dikenal sebagai tokoh terkemuka, sebagai pejabat tinggi
yang besar pengaruhnya pada dinasti Abbasiyah. Riwayat pendidikan Imam al-
Mawardi dihabiskan di Baghdad. Ia mulai belajar sejak masa kanak-kanak
tentang ilmu agama khususnya ilmu-ilmu hadis. Imam al-Mawardi mempelajari
dan mendalami berbagai ilmu ke-Islaman dari ulama-ulama besar di Baghdad,
bahkan dalam perjalanan menuntut ilmu, Imam al-Mawardi selalu berpindah-
pindah dari satu guru ke guru lain untuk menimba ilmu pengetahuan.
Kebanyakan guru beliau adalah tokoh dan imam besar di Baghdad. Adapun

guru-guru beliau di antaranya yaitu:

a. Abu al-Qasim Abd al-Wahid

“Diakses melalui: http://repository.uin-suska.ac.id/2495/3/BAB%20ILpdf, tanggal 12
September 2019.

*%Rashda Diana, “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam”. Jurnal Tsaqafah.
Vol. 13. No. 1, (Mei 2017), hlm. 157-176.
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b. Hasan bin Ali al-Jili
¢. Muhammad bin Ma’ali al-Azdi
d. Abu Hamid Ahmad bin Abi Tahir
e. Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Bagqi.
Banyak ulama terkemuka hasil bimbinganya sekaligus sebagai murid-
murid beliau, di antaranya:
Abd al-Malik bin Ibrahim
Al-Hamdani al-Faradi al-Maqdisi
Muhammad bin Ahmad bin Abd al-Baqi.
Ali bin Sa’id bin Abdurrahman
e. Ibn Khairun
Abdurrahman bin Abd al-Karim.”'

e o P

e

]

Imam al-Mawardi hidup pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, di
mana kejayaan dan keilmuan Islam berkembang pesat. Namun, khusus pada
masanya, telah terjadi kemunduran-kemunduran di berbagai bidang. Kondisi
sosial politik dinasti Abbasiyah sedang mengalami berbagai gejolak dan
disintegrasi. Khalifah-khalifah Abbasiyah dalam keadaan lemah, dan kekuasaan
hanya merupakan formalitas, sedangkan kekuasaan nyata berada di tangan Bani
Buwaihi dan orang-orang Turki. Awal kemunduran dari politik Bani Abbas
adalah ketika al-Mutawakkil berkuasa. Beliau adalah khalifah yang lemah. Pada
masa pemerintahannya orang Turki dapat merebut kekuasaannya dengan
cepat.”> Menurut al-Sirja, Imam al-Mawardi memiliki hubungan dengan
khalifah Bani Abbasiyah, di mana ia menjadi diplomat sang khalifah bagi Bani
Buwaihi, dan mampu memnafaatkan perjalanan tugas diplomatiknya dengan

menelurkan satu karya ilmiah yang berjudul: “Al-Ahkam al-Sultaniyyah”.

*'Diana, “Al-Mawardi..., 157-176.
2 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 62.

>’Raghib al-Sirjani, Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia, (Terj: Sonif, Malik
Supar, dan Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), him. 461.
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Imam al-Mawardi salah seorang ulama yang produktif, dibuktikan
dengan banyaknya kitab-kitab yang tersebar sebagai karyanya. Karya-karya
Imam al-Mawardi meliputi banyak bidang, mulai dari hukum Islam (fikih),
tafsir, ushul, adab, peradilan, politik dan pemerintahan. Menurut Adil, Imam al-
Mawardi adalah ulama sekaligus sebagai hakim agung (hakim tinggi) di banyak
wilayah. Selain sebagai hakim tinggi, Imam al-Mawardi juga seorang ahli fikih
mazhab Syafi’i, mufassir, ushuliyyin, yang dilahirkan di Basrah, kemudian
tinggal di Baghdad. Beliau menetap hingga wafat di Baghdad, setelah sebelas
hari seorang hakim saat itu juga meninggal dunia, yaitu al-Qadi Abi al-Tayyib.
Imam al-Mawardi menjadi hakim tinggi pada tahun 429 Hijriah, tepatnya pada
masa kebangkitan kekhalifahan Abbasiyah. Keterangan serupa juga
diketengahkan oleh al-Subki, bahwa Imam al-Mawardi seorang ulama yang
banyak menulis kitab dibidang fikih, tafsir hingga adab. Abu Ishaq, seperti
dikutip al-Subki, bahwa Imam al-Mawardi banyak belajar ilmu di berbagai
daerah, seperti di Mesir, Baghdad, di banyak tempat lainnya. Sebagai ulama
yang luas ilmunya, beliau telah menguasai berbagai bidang ilmu, ditemukan
dalam banyak kitab yang masyhur di antaranya:**

Kitab Al-Hawi al-Kabir.

Kitab Al-Igna’.

Kitab Ahkam al-Sultaniyyah

Kitab Al-Wizarah wa Siyasah al-Mulk.

Kitab Tasil al-Nazar wa Ta jil al-Zafar ft Akhlag al-Malik.
Kitab Al-Nukah wa al- ‘Uyun.

Kitab Al-Amsal wa al-Hikam.

Kitab Adab al-Dunya wa al-Din.

. Kitab 4 ’lam al-Nubuwwabh.

o ®

a o

N

— o

Selain  kitab-kitab di atas, masih banyak kitab lainnya, telah
diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Terkait dengan penelitian ini, rujukan

*Diana, “Al-Mawardi..., 157-176.
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utama yang dipakai adalah kitab Al-Ahkam al-Sultaniyyah dan kitab-kitab Imam
al-Mawardi yang lain yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

B. Kewenangan Wazir Menurut Imam al-Mawardi

Konsep wazir dalam pemerintahan Islam dijadikan sebagai pembantu
pemerintah dan pemimpin tertinggi, atau disebut pula dengan imam. Menurut
Imam al-Mawardi, masyarakat muslim perlu mengangkat seorang pemimpin
dalam wilayah kekuasaan Islam. Sebab, menurutnya ada keterhubungan antara
negara dan agama. Atas dasar adanya hubungan tersebut, maka kewajiban
mengangkat penguasa, pemimpin, yang memiliki wibawa dan sekaligus tokoh
agama menurut Imam al-Mawardi adalah suatu keniscayaan. Agama mendapat
perlindungan dari negara dan pemerintahan berjalan di atas aturan dan regulasi
negara dan agama.” Atas dasar itulah, mengangkat pemimpin wajib bagi
muslim.

Menurutnya, sebagian ulama menyatakan wajib mengangkat pemimpin
ini berdasarkan hukum syarak, sebab pemimpin menjadi media yang mampu
menegakkan perintah syariat, seperti yaitu menegakkan hukum Audud dan
memenuhi hak-hak masyarakat yang berada di bawah kepemimpinannya.
Dalam kesempatan yang lain, Imam al-Mawardi juga menjelaskan bahwa secara
umum, kepemimpinan dan pemerintahan dibangun untuk menegakkan ajaran
agama Islam, dan menggapai kemaslahatan orang-orang Islam. Imam al-
Mawardi memberikan contoh seperti adanya Khulafa’ al-Rasyidin tidak
ditetpkan baginya khilafah kecuali untuk membangun agama, dan tidak pula
dijadikan suatu pemerintahan kecuali untuk kemaslahatan kaum muslimin itu
sendiri.

Pandangan Imam al-Mawardi soal pemerintahan dan agama berujung
pada pemahaman antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling
mendukung satu sama lain. Mengutip pendapat Ardasyir, Imam al-Mawardi
menyebutkan bahwa sesungguhnya antara agama dan kekuasaan (pemerintahan)
tidak akan dapat ditegakkan kecuali keduanya saling melengkapi (bersahabat).
Agama diumpamakan sebagai asas, sementara kekuasaan diumpamakan sebagai
petugas. Oleh karenanya, kekuasaan harus dilandasi dengan asas, dan agama
harus pula ditegakkan dengan adanya petugas yang menjalankannya.

Menegakkan sistem pemerintahan dalam Islam tidak mungkin dilakukan
oleh hanya satu orang pemimpin saja. Tugas mengurus masyarakat sekaligus
membangun pemerintahan harus dibantu oleh pihak-pihak yang dipandang
memiliki kualifikasi sebagai pembantu pemeirntahan, dan bahasa Arab, juga

>Thohir Luth, dkk., Diskursus Bernegara dalam Islam: Dari Perspektif Historis,
Teologis hingga Keindonesiaan, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 83.

**Imam al-Mawardi, Adab al-Din wa al-Dunya, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2013), hlm.
220-221.
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dipakai oleh Imam al-Mawardi sebagai wazir. Dalam konteks ini, Imam al-
Mawardi menyatakan bahwa semua tugas yang dilimpahkan kepada imam tidak
akan mampu ditangani sendiri tanpa adanya orang yang membantu.”’ Wazir
menurut Imam al-Mawardi adalah pembantu pemerintah yang mengurus
masalah pemerintahan.” Kaitan dengan ini, konsep wazir dalam pandangan
Imam al-Mawardi membantu imam atau kepala negara:

e aglnd W s e eVl Bk 3 ol padl 3 4 Sl 5 2,
T e gl B el 05 Uy ks

Dan posisi wazir yang berperan sebagai pembantu khalifah dapat lebih
mempermudah imam dalam mengurusi berbagai persoalan umat dari
pada ditangani sendiri. Keberadaan wazir dapat menjadikan seorang
khalifah lebih mampu mengontrol diri, lebih terjada dari kekeliruan dan
bentuk penyimpangan.

Berdasarkan kutipan di atas, cukup jelas bahwa wazir dalam konteks
pemerintahan Islam dimaknai sebagai orang yang fungsinya membantu imam
dalam menjalankan sistem pemerintahan. Dalil hujjah adanya wazir dalam
pemerintahan menurut Imam al-Mawardi mengacu pada QS. Taha ayat 29-32
sebagai berikut:®’

N o ,.;L,, ik i/ o

Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Yaitu Harun,

saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku. Dan jadikankanlah dia

sekutu dalam urusanku. (QS. Taha: 29-32).

Mengomentari ayat di atas, Imam al-Mawardi berpendapat bahwa term
wazir pada ayat di atas berhubungan dengan mengangkat pembantu terkait
masalah kenabian. Hanya saja menurutnya boleh mengaplikasikannya dalam
semua urusan.’' Pada kesempatan yang lain ia menyatakan: “Bila pengangkatan
wazir di dalam kenabian dapat dibenarkan, tentu lebih dibernarkan lagi jika hal
tersebut diberlakukan dalam wrusan imamah (kepemimpinan)”.®* Kaitan dengan
wewenang wazir, perlu dikemukakan dua pembagian wazir menurut Imam al-

Imam  al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyyah, (Terj: Khalifurrahman Fath dan
Faturrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 45.

Imam al-Mawardi, Ahkam..., hlm. 45.
*Imam al-Mawardi, Ahkam..., hlm. 45.
Imam al-Mawardi, Ahkam..., hlm. 45.

mam al-Mawardi, Nukat wa al-Uyun, Juz’ 3, (Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, t. tp),
hlm. 401.

2Imam al-Mawardi, Ahkam..., hlm. 45.
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Mawardi . Imam al-Mawardi menyebutkan dua bentuk wazir dalam
pemerintahan Islam, yaitu:®
a. Wazir tafwid

b. Wazir tanfiz

Dua bentuk pembagian wazir di atas juga dikemukakan oleh Muhammad
al-Zuhaili, bahwa wazir dalam daulah Islam dan fikih Islam dikenal dengan dua
bentuk, yaitu wazir tanfiz dan wazir tafwidh. Kedua bentuk wazir tersebut bukan
hanya ditemukan dalam kitab al-Mawardi saja, namun diulas pula di dalam kitab
dengan judul yang sama, karya dari Abu Ya’la al-Hanbali.®*

Wazir tafwid tesebut merupakan pembantu imam di bidang
pemerintahan, sementara wazir tanfiz merupakan pembantu imam dalam bidang
administrasi. Dua bentuk wazir ini memiliki wewenangan yang berbeda.
Menurut Imam al-Mawardi, kewenangan wazir tafwid yaitu meliputi semua
kewenangan yang berhubungan dengan pemerintahan secara umum.
Kewenangan yang dimaksud dapat dirinci di antaranya sebagai berikut:

a. Berwenang memutuskan hukum secara mandiri

b. Berwenang menangani kasus kriminal

c. Berwenang membuat kebijakan hukum berdasarkan ijtihad dan ilmunya

d. Berwenang mengurus pasukan militer, baik sebagai pemimpin perang
atau mengatur strategi

e. Berwenang melantik pejabat

f. Berwenang mengelola harta Baitul Mal

g. Berwenang melantik hakim

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui wazir tafwid mempunyai
kekuasaan dan kewenangan yang relatif hampir sama dengan khalifah seperti
mengangkat hakim dan pejabat, memutuskan hukum, berhak mengelola
kekayaan yang ada di Baitul Mal dengan menyimpan atau mengeluarkannya.
Hanya saja, otoritas tertinggi tetap kembali kepada khalifah. Permasalahan wazir
atau menteri secara khusus Misalnya, beberapa sifat penting bagi wazir tafwid
adalah berani mengambil resiko, ketelitian, dan kepatuhan terhadap Imam.
Selain itu terdapat juga konsep mengenai pemakzulan terhadap dan oleh wazir
tafwid. Pemakzulan jabatan di sini harus disertai dengan alasan kuat. Imam al-
Mawardi meletakkan delapan alasan agar dapat memakzulkan jabatan, dan salah

%Imam al-Mawardi, Qawanin al-Wizarah wa Siyasah al-Mulk, (Tahgiq: Ridhwan al-
Sayyid), (Beirut: Dar al-Thali’ah al-Thaba’ah, 1979), him. 138.

%Muhammad al-Zuhaili, al-Wizarah fi al-Islam: Tarikhuha wa Ahkamuha, (Suriah: Dar
al-Maktabi, 1998), him. 29.
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satu alasan paling penting adalah terlihat jelas (dari pejabat) niat-niat untuk
berkhianat terhadap imam.®’

Adapun wazir tanfiz memiliki wewenang yang lebih lemah, fokusnya
pada dua hal, yaitu mendampingi imam dan merealisasikan perintahnya. Hanya
saja, secar detail wewenang dan tugas wazir tanfiz adalah:

a. Melaksanakan perintah imam

b. Mensosialisasikan pelantikan pejabat
Mempersiapkan pasukan perang
d. Melaporkan informasi penting dan aktual kepada imam

Kewenangan wazir tanfiz cenderung lebih lemah dibandingkan dengan
otoritas wazir tafwid. Wazir tanfiz tidak memiliki wewenang dalam membuat
kebijakan hukum berdasarkan ijtihad, juga tidak berhak dan tidak berwenang
dalam mengurus bidang pemerintahan. Sementera wazir tafwid cenderung lebih
luas, bahkan kewenangannya boleh jadi sama dengan imam atau khalifah, sebab
sebetulnya wewenang imam lah yang diamanahkan dan diberikan kepada wazir
tafwid.

Menurut Imam al-Mawardi, seorang imam (khalifah) diperbolehkan
untuk melantik dua orang wazir tanfiz (pembantu khalifah bidang administrasi)
secara sekaligus, baik dalam waktu yang bersamaan maupun sendiri-sendiri.
Akan tetapi seorang khalifah tidak diperbolehkan jika melantik dua wazir
tafwidh (pembantu khalifah bidang pemerintahan) secara sekaligus dalam waktu
yang bersamaan. Itu dikarenakan keduanya memiliki wewenang yang amat luas
sekali. Hal ini berlaku juga tidak boleh mengangkat dua orang imam (khalifah)
sekaligus karena sangat mungkin atau dimungkinkan terjadinya perselisihan di
antara keduanya, baik di dalam urusan pelantikan maupun urusan pemecatan.
Dengan begitu, Imam al-Mawardi sebetulnya hendak menegaskan bahwa wazir
tafwidh itu tidak boleh ada dua orang, namun hanya satu orang saja. Hal ini
sama dengan seorang khalifah hanya satu orang saja, dan tidak boleh melantik
dua orang khalifah. Kemungkinan terjadinya perselisihan menjadi salah satu
alasan kenapa wazir tafwidh itu hanya diduduki oleh satu orang saja. Imam al-
Mawardi menyebutkan ada tiga bentuk kemungkinan yang terjadi apabila
melantik dua orang wazir tafwidh sekaligus, yaitu:*’

a. Imam (khalifah) memberikan wewenang yang luas kepada salah seorang

dari keduanya. Jika itu yang terjadi, pelantikan tersebut tidak sah. Maka

dari itu pelantikan keduanya perlu diperinci lagi, apabila pelantikan

%Imam al-Mawardi, Qawanin..., hlm. 139.
Imam al-Mawardi, Ahkam..., hlm. 55.
"Imam al-Mawardi, Ahkam..., hlm. 56.

39



kedua nya dilakukan pada waktu yang bersamaan, jelas kedua pelantikan
yang demikian sama-sama batal. Akan tetapi jika salah satu dari
keduanya ada yang dilantik lebih dahulu, daripada yang lain, maka
pelantikan yang sah adalah yang dilantik lebih dahulu, sedangkan yang
dilantik terakhir tidak sah.

. Imam (khalifah) memberikan wewenang yang sama kepada keduanya,
tanpa melebihkannya antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini, maka
pelantikan keduanya sama-sama sah dan keduanya menjabat sama-sama
sebagai wazir (pembantu khalifah), dan bukan hanya salah satunya saja.
Keduanya sama-sama memiliki berhak untuk menjalankan yang menjadi
kesepakatan bersama, dan tidak diperbolehkan melaksanakan apa yang
masih menjadi peselisthan keduanya. Persoalan yang masih
diperselisikan tersebut nantinya diserahkan kepada imam (khalifah) dan
sudah keluar dari pada kewenangan seorang wazir.

. Imam (khalifah) memberikan wewenang tidak sama di antara keduanya
sehingga masing-masing dari keduanya fokus menjalankan pada yang
jadi kewenangannya masing-masing. Hal ini bisa dilakukan hanya
dengan dua cara, yaitu: (1) salah seorang dari keduanya diberikan
kewenangan yang luas untuk menangani urusan di wilayah terbatas. (2)
salah seorang dari keduanya diberikan wewenang yang luas di dalam

urusan yang terbatas.®®

C. Relevansi Pendapat Imam al-Mawardi tentang Konsep Wewenang Wazir
dan Kewenangan Gubernur di Indonesia

Kewenangan gubernur di Indonesia telah disebutkan secara rinci dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Pada Bab II telah dikutip
beberapa pasal yang berhubungan dengan kewenangan gubernur. Pada Pasal 1
jelas disebutkan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat seperti tugas
pembinaan, pengawasan hingga melakukan penyelenggaraan pemerintah daerah

%Imam al-Mawardi, Ahkam..., hlm. 56.
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provinsi, yang meliputi berbagai wilayah kabupaten di bawahnya.®® Di samping
itu, gubernur juga bertugas memberikan fasilitas daerah kabupaten. Sementara
wewenang gubernur yaitu: "’

f. Membatalkan peraturan bupati/wali kota

g. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota.

h. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan

i. Memberikan persetujuan terhadap rancangan perda kabupaten/kota

j. Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah kabupaten/kota

k. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan

l. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan dana
alokasi khusus pada daerah kabupaten/kota

m. Melantik bupati/wali kota

n. Memberikan persetujuan pembentukan instansi

o. Melantik kepala instansi

Di samping kewenangan di atas, guberur juga berwenang dalam
membuat regulasi hukum berupa Peraturan Gubernur (pergub), atau dalam
istilah lain disebut dengan Peraturan Kepala Daerah atau Perkada.”' Peraturan
gubernur ini bagian dari kewenangan gubernur di tiap dan masing-masing
daerah provinsi dan atas perintah dari peratuan perundang-undangan,
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah, yang telah dubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah. Adapun bunyi Pasal 19 tersebut yaitu:

Ayat (1): Perencanaan penyusunan perkada dan peraturan DPRD
merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga,
komisi, atau instansi masing-masing. Ayat (2): Perencanaan penyusunan
peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan
perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau
berdasarkan kewenangan.

%Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 33/2018.
"pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) PP No. 33/2018.

"Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120
Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
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Mencermati bunyi pasal di atas, jelas bahwa gubernur diberi
kewenangan dalam membentuk satu kebijakan hukum berupa peraturan
gubernur yang disusun berdasarkan perintah dari undang-undang yang lebih
tinggi kedudukannya sesuai hierarki peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Jadi, gubernur termasuk sebagai pejabat yang fungsinya sebagai
pembantu pemimpin atau presiden dalam mengurus masyarakat di tiap-tiap
daerah provinsi.

Terkait dengan kajian sub bahasan ini, antara pendapat Imam al-
Mawardi tentang konsep wewenang wazir dengan kewenangan gubernur di
Indonesia cenderung relevan, khususnya yang berkenaan dengan wewenang
wazir tafwid. Hal ini dilihat dari kedudukannya sebagai pembantu pemerintah.
Gubernur sebagai kaki tangan pemerintah pusat berkedudukan sebagai
pembantu di tingkat daerah. Gubernur diberi kewenangan dalam mengurus
urusan pemerintahan, mulai dari pengangatan pejabat daerah kabupaten,
mengawasi kinerja kepala daerah kabupaten/kota, hingga pada pembentukan
kebijakan yang dipandang perlu dalam mengatur roda pemerintahan daerah. Hal
ini tentu relevan dengan konsep wazir tafwid sebagaimana dikemukakan oleh
Imam al-Mawardi . Wazir tafwid juga berkedudukan sebagai pembantu
pemerintahan yang memiliki wewenang tersendiri, termasuk wewenang
mengangkat dan memberhentikan pejabat pemerintahan, dan wazir tafwid juga
berposisi sebagai regulator, yaitu membuat kebijakan-kebijakan demi
kepentingan masyarakat.

D. Analisis Persamaan dan Perbedaan Antara Kewenangan Wazir dan
Gubernur

Dilihat dari sisi kedudukan wazir dan gubernur dalam pemerintahan

Islam dan pemerintahan Indonesia, keduanya sama-sama sebagai pembantu

pemerintah atau pemimpian. Keduanya berkedudukan untuk membantu urusan

pemerintahan denagn tujuan meringankan beban pemimpin. Hanya saja, soal

kewenangan wazir (khususnya wazir tafwid) dan gubernur, tampak ada
persamaan dan perbedaan. Masing-masing dapat diurai sebagai berikut:

a. Persamaan kewenangan wazir tafwid dan gubernur terletak pada adanya

otoritas dalam menjalankan sistem pemerinataan, di antaranya bahwa
keduanya dapat mengangkat pejabat pemerinatahan, termasuk
memberhentikannya apabila tidak sejalan dengan visi dan misi
pemerintahan itu sendiri. Seorang wazir tafwid juga berwenang dalam
membuat kebijakan, regulasi, atau peraturan sesuai ijtihadnya sendiri,
demikian pula gubernur berdasarkan kewenangan yang diberikan

kepadanya juga dapat membentuk kebijakan hukum berupa peraturan
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daerah. Wazir tafwid memiliki kewenangan dalam mengawasi kinerja
pejabat yang berada di bawahnya, hal ini juga berlaku sama seperti
kewenangan gubernur dalam mengawasi pejabat (bupati) di daerah
kabupaten/kota.

b. Perbedaan kewenangan wazir tafwid dan gubernur terletak pada
beberapa hal. Pertama, seorang wazir tafwid memiliki wewenang
memutuskan hukum secara mandiri, sementara gubernur tidak, sebab ia
terikat dengan persetujuan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD). Kedua, seorang wazir tafwid berwenang menangani
kasus kriminal, sementara gubernur tidak. Sebab dalam sistem
pemerintahan Indonesia, penanganan kasus kriminal dibebankan pada
lembaga yudikatif termasuk kepolisian. Ketiga, seorang wazir tafwid
berwenang mengurus pasukan militer, baik sebagai pemimpin perang
atau mengatur strategi, sementara gubernur tidak memiliki wewenang
tentang hal itu. Keempat, seorang wazir tafwid berwenang mengelola
harta Baitul Mal dan melantik hakim, sementara gubernur juga tidak
memiliki otoritas dalam mengelola baitul mal maupun melantik hakim.

Berdasarkan uraian di atas, cukup jelas bahwa kedudukan wazir dalam
sistem pemerintahan Islam cenderung sama seperti kedudukan gubernur dalam
kaitan sebagai pejabat pembantu pemerintah (pemimpin atau presiden). Hanya
saja, dari sudut kelembagannya, wazir tafwid berposisi sebagai pemerintah pusat
sebagai pendampung sekaligus pembantu pemimpin, sementara kelembagaan
gubernur berposisi di daerah. Dilihat dari kewenangannya, memang ditemukan
beberapa persamaan dan perbedaan tersendiri sebagaimana telah diuraikan
dalam dua poin sebelumnya. Dari kewenangan yang disebutkan di atas, cukup
jelas bahwa menyamakan status wewenang gubernur dengan wazir dikhususkan
pada wazir tafwid saja, dan tidak termasuk wazir tanfiz.

Menyinggung pada uraian pada bab I terdahulu, hingga kini ulama
memang masih berbeda dalam memahami wewenang wazir dan wewenang
gubernur. Perbedaan pemahaman terkait kewenangan wazir dan wewenang
gubernur tersebut justru menimbulkan implikasi yang cukup mendasar bagi
syarat syarat-syarat wazir itu sendiri, seperti syarat status ke-Islaman. Selama ini
dipahami bahwa mengangkat gubernur itu tidak mesti harus beragama Islam,
rujukan hukumnya mengikuti pendapat Imam al-Mawardi membenarkan
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mengangkat seorang wazir dari kafir zimmi. Hal ini tentu sangat berbeda dengan
konsep wazir itu sendiri, khususnya wazir tafwid. Wazir tafwid agak sama
seperti gubernur dalam kewenangannya. Imam al-Mawardi menyebutkan wazir
tafwid memiliki wewenang dalam membuat kebijakan hukum (peraturan), oleh
sebab itu ia tidak boleh diduduki oleh kafir zimmi. Sementara untuk kategori
wazir tanfiz dibolehkan dari kalangan kafir zimmi sebab ia tidak memiliki
otoritas dalam membuat peraturan. Oleh sebab itu, menyamakan status
pengangkatan gubernur boleh dari kalangan non-muslim jelas berbeda dengan
posisi kewenangan wazir dalam sistem pemerinatahan Islam.
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BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa permasalahan dalam penelitian ini, terdapat
beberapa kesimpulan yang dapat ditarik sebagai jawaban dari rumusan masalah
yang telah diajukan.

1. Kewenangan wazir menurut Imam al-Mawardi dibedakan dalam dua bidang,

yaitu wewenang wazir tafwid sebagai pembantu imam bidang pemerintahan
dan wazir tanfiz sebagai pembantu imam bidang administrasi. Wazir tafwid
memiliki wewenang yaitu: (1) berwenang dalam memutuskan hukum secara
mandiri, (2) menangani kasus krimina, (3) membuat kebijakan hukum
berdasarkan ijtihad dan ilmunya, (4) mengurus pasukan militer, (5) baik
sebagai pemimpin perang atau mengatur strategi, (6) melantik pejabat, (7)
mengelola harta Baitul Mal, dan (8) melantik hakim. Adapun wazir tanfiz
hanya memiliki wewenang vyaitu: (1) pelaksana perintah imam, (2)
mensosialisasikan pelantikan pejabat, (3) mempersiapkan pasukan perang,
dan (4) melaporkan informasi penting dan aktual kepada imam.

2. Pendapat Imam al-Mawardi tentang wazir dengan kewenangan gubernur di
Indonesia saat ini relevan, khususnya yang berkenaan dengan wewenang
wazir tafwid. Hal ini dilihat dari kedudukannya sebagai pembantu
pemerintah. Gubernur sebagai kaki tangan pemerintah pusat berkedudukan
sebagai pembantu di tingkat daerah. Gubernur diberi kewenangan dalam
mengurus urusan pemerintahan, mulai dari pengangatan pejabat daerah
kabupaten, mengawasi kinerja kepala daerah kabupaten/kota, hingga pada
pembentukan kebijakan yang dipandang perlu dalam mengatur roda
pemerintahan daerah. Hal ini relevan dengan konsep wazir tafwid
sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Mawardi. Wazir tafwid juga
berkedudukan sebagai pembantu pemerintahan yang memiliki wewenang
tersendiri, termasuk wewenang mengangkat dan memberhentikan pejabat
pemerintahan, dan wazir tafwid juga berposisi sebagai regulator, yaitu
membuat kebijakan-kebijakan demi kepentingan masyarakat.

B. Saran

Bertolak dari uraian kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran
yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:
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1. Masyarakat muslim hendaknya mempelajari dan memperluas pengetahuan
tentang konsep wazir dalam pemerintahan Islam dengan kewenangan
gubernur dalam pemerintahan Indonesia. Hal ini untuk dapat diketahui
bagaimana syarat berikut dengan kewenangan yang harus dipenuhi oleh dua
lembaga ini dari dua sudut hukum sekaligus.

2. Penelitian tentang pemikiran Imam al-Mawardi hendaknya dikaji dalam
sudut masalah yang lain, atau dengan permasalahan yang sama namun
dengan pendekatan yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk memperkaya
literatur ketokohan dan pemikiran Imam al-Mawardi di Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Ar-Raniry.
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